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SUMMARY

THE USE OF WIRETAPPING EVIDENCE
IN THE PROOF OF CORUPTION IN INDONESIA
Laode Muhammad Nauval Haidar
Faculty of Law, Islam University of Malang

Corruption is an extraordinary crime (extraordinary crime) that is committed
systematically, covertly, and through the use of modern communication technology,
thereby complicating the process of proof when relying solely on conventional
evidentiary instruments as regulated in the Indonesian Criminal Procedure Code.
Accordingly, wiretapping has developed as a strategic instrument to uncover
communication among perpetrators of corruption and to strengthen evidentiary
proof in court proceedings, despite the legal issues it raises concerning its legal
basis, implementation mechanisms, and the protection of the human right to
privacy. Based on this background, this research formulates two legal issues: first,
how wiretapping is regulated as a means of evidence in corruption cases in
Indonesia; and second, how wiretapping Is carried out by law enforcement
authorities in the evidentiary process of corruption cases.

This research employs normative legal research using statutory, conceptual,
and case approaches. Legal materials were collected through a literature study of
relevant primary and secondary legal sources, which were then analyzed juridically
to address the legal issues examined in this study.

The results of the research indicate that, normatively, the use of wiretapping
in proving corruption offenses has a valid and constitutional legal basis, as regulated
in the Law on the Eradication of Corruption, the Law on the Corruption Eradication
Commission, and the Law on Electronic Information and Transactions, and further
reinforced by decisions of the Constitutional Court. Wiretapping results constitute
electronic evidence that functions to form circumstantial evidence, with evidentiary
value assessed under the authority of the judge, provided that procedural legality,
substantive relevance, and linkage with other evidence are fulfilled. Furthermore, the
mechanisms of wiretapping implemented by the Corruption Eradication Commission,
the Police, and the Prosecutor’s Office have, in principle, been regulated, however,
in practice they continue to face challenges in the form of differing procedural
standards, potential overiap of authority, and risks of violating the right to privacy.
Therefore, it can be concluded that wiretapping is an essential evidentiary
instrument that must be applied proportionally, accountably, and under effective
supervision in order to remain consistent with the rule of law and the protection of
human rights.

Keywords: Wiretapping, Evedence, Corruption Offenses, Proof
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RINGKASAN

PENGGUNAAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA DI INDONESIA
Laode Muhammad Nauval Haidar
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime)
yang dilakukan secara sistematis, tertutup, dan memanfaatkan teknologi komunikasi
modern sehingga menyulitkan proses pembuktian apabila hanya mengandalkan alat
bukti konvensional sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana. Oleh karena itu, penyadapan berkembang sebagai instrumen strategis dalam
mengungkap komunikasi para pelaku korupsi dan memperkuat pembuktian di
persidangan, meskipun penggunaannya menimbulkan problematika yuridis terkait
dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, serta perlindungan hak asasi manusia atas
privasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan
masalah, vyaitu: pertama, bagaimana pengaturan hukum terhadap penyadapan
sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia; dan kedua,
bagaimana mekanisme penyadapan oleh penegak hukum dalam pembuktian tindak
pidana korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan
hukum primer dan sekunder relevan, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis untuk
menjawab permasalahan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penggunaan
penyadapan dalam pembuktian tindak pidana korupsi telah memiliki landasan hukum
yang sah dan konstitusional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan
Korupsi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta diperkuat
oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penyadapan berkedudukan sebagai alat
bukti elektronik yang berfungsi membentuk alat bukti petunjuk, dengan kekuatan
pembuktian yang penilaiannya berada dalam kewenangan hakim sepanjang
memenuhi keabsahan prosedural, relevansi substansial, dan keterkaitannya dengan
alat bukti lainnya. Lebih lanjut, mekanisme penyadapan yang dilaksanakan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan pada prinsipnya telah
diatur, namun dalam praktik masih menghadapi tantangan berupa perbedaan
standar prosedural, potensi tumpang tindih kewenangan, serta risiko pelanggaran
hak atas privasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penyadapan merupakan
instrumen pembuktian penting yang harus digunakan secara proporsional,
akuntabel, dan diawasi agar sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan
hak asasi manusia.

Kata Kunci: Penyadapan, Alat Bukti, Tindak Pidana Korupsi, Pembuktian



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Permasalahan korupsi di Indonesia merupakan fenomena yang tidak

pernah ada habisnya. Korupsi, yang sering disebut sebagai kejahatan luar
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biasa (extraordinary crime), telah merusak dan mengancam berbagai aspek
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kehidupan bangsa, mulai dari perekonomian, demokrasi, politik, hukum,
hingga tatanan sosial. Korupsi juga berpotensi merendahkan martabat
bangsa di dunia internasional. Meskipun berbagai peraturan perundang-
undangan telah disusun, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang
maksimal. Salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi
adalah kesulitan dalam pembuktian, mengingat sifat korupsi yang dilakukan
secara tersembunyi dan sering melibatkan jaringan yang sangat kuat.

Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pertengahan
2025 tercatat 1.878 pelaku korupsi yang diproses sejak tahun 2024-2025,
dengan mayoritas pelaku berasal dari kalangan swasta, pejabat eselon, serta
anggota DPR dan DPRD.! Ini menunjukkan luasnya kelompok pelaku korupsi
yang terlibat dan mendesak perlunya penanganan hukum yang lebih efektif,
termasuk pembuktian yang akurat. Pada semester I 2025, KPK menangani

186 perkara tindak pidana korupsi, dengan pemulihan keuangan negara

1 “Data KPK: Setelah Swasta, Pejabat Eselon dan Anggota DPR-DPRD Paling Banyak Korupsi,” diakses
21 Oktober 2025, https://nasional.kompas.com/read/2025/09/17/13312931/data-kpk-setelah-swasta-
pejabat-eselon-dan-anggota-dpr-dprd-paling-banyak.
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mencapai Rp452,88 miliar.? Laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW)
juga menekankan bahwa kesulitan dalam membuktikan kasus-kasus korupsi
memerlukan penggunaan alat bukti yang kuat dan canggih.’ Selain itu,

Transparency International dalam Corruption Perceptions Index (CPI) 2025
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menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam
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pemberantasan korupsi, yang menuntut penguatan alat bukti dalam
penegakan hukum.*

Salah satu hambatan terbesar dalam upaya pemberantasan korupsi
adalah kesulitan dalam proses pembuktiannya. Korupsi umumnya dilakukan
secara terstruktur, sistematis, dan tersembunyi, menjadikannya sulit untuk
dibongkar melalui metode pembuktian konvensional, seperti keterangan saksi
atau dokumen tertulis sering kali tidak mampu mengungkap keseluruhan
modus dan keterlibatan pelaku.” Para pelaku seringkali menggunakan
jaringan luas dan teknologi komunikasi untuk menyembunyikan bukti serta
mengaburkan jejak tindak pidana, sehingga alat bukti berupa keterangan
saksi atau dokumen tertulis sering tidak memadai untuk meyakinkan hakim
dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, penggunaan mekanisme
penyadapan dianggap sebagai salah satu upaya pembuktian yang efektif dan
dapat diandalkan untuk mengungkap jaringan korupsi yang sering Kkali

tersembunyi.

2 “Kontribusi Terhadap PNBP, KPK Setor Rp403 Miliar ke Kas Negara Selama Semester I 2025,” KPK,
diakses 21 Oktober 2025, https://www.kpk.go.id/.

3 “Laporan Akhir Tahun | ICW,” diakses 21 Oktober 2025, https://antikorupsi.org/id/category/laporan-
akhir-tahun.

*“Corruption Perceptions Index,” Transparency International Indonesia, 24 Januari 2025, diakses 21
Oktober 2025, https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/.

> Dahlan. “Distorsi Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian.”
Jurnal Hukum Samudra Keadil/an 10, no. 1 (Januari-Juni 2015): 74. Diakses 21 Oktober 2025
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Contoh konkrit anggapan bahwasanya penyadapan ini merupakan
salah satu upaya pembuktian yang penting bagi penegak hukum ditunjukan
bahwa pada tanggal 24 Juni 2025 Kejaksaan Agung telah melakukan

kesepakatan bersama dengan 4 Provider Operator Jaringan yaitu dengan
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melibatkan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT
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Indosat Tbk, dan PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk.® Kerjasama tersebut
bertujuan untuk memberikan otoritasi kepada penegak hukum di bidang
intelijen dalam pengumpulan informasi pendukung perkara dan menggali
bukti yang bersifat rahasia. Kejaksaan menegaskan bahwa langkah ini
merupakan implementasi dari Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang
merevisi Undang — Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 Khususnya
pada Pasal 30B.

Selain itu, penggunaan penyadapan sebagai alat bukti dalam tindak
pidana korupsi juga tidak dapat dipisahkan dari landasan hukum yang
berlaku. Mekanisme pembuktian dalam perkara pidana berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), sedangkan pengaturan khusus mengenai tindak pidana korupsi
diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001. Kewenangan penyadapan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas ditetapkan dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019,

sementara legalitas informasi elektronik dan hasil intersepsi sebagai alat

® Mol Kejagung dan Operator Telekomunikasi: Antara Penegakan Hukum dan Ancaman Privasi —
Binokular Media Utama, t.t., diakses 22 Oktober 2025, https://binokular.net/2025/07/04/mou-
kejagung-dan-operator-telekomunikasi-antara-penegakan-hukum-dan-ancaman-privasi/.

ak Cipta Milik UNISMA



REPOSITORY

l1]
g
=
ol
=
g
o]
]
2]
]
S
=}
g
&
)
<)
>
=
=]
-

ak Cipta Milik UNISMA

bukti didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE). Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan bahwa
penyadapan memiliki dasar hukum yang jelas dan menjadi bagian penting
dalam menunjang efektivitas pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sehingga adalah tepat bahwasanya Penyadapan dalam penegakan
hukum, khususnya dalam tindak pidana korupsi memiliki peran strategis.
Seperti dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Alat bukti ini memungkinkan penegak hukum
memperoleh informasi autentik dari komunikasi para pelaku yang
sebelumnya tidak dapat dijangkau. Efektivitas penyadapan dapat dilihat dari
beberapa kasus besar, salah satunya seperti kasus korupsi e-KTP yang
melibatkan Setya Novanto pada Putusan Nomor
130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. Dalam putusan tersebut alat bukti hasil
penyadapan berupa DVD-R yang berisi percakapan antara Setya Novanto
dengan Johannes Marliem dan Andi Agustinus alias Andi Naronggong di
kediamannya. Hasil rekaman tersebut berisi percakapan yaitu; (Backsound
rekaman: Itu lawannya Andj, Andi juga. PNRI dia juga, itu dia juga, (suara
tidak jelas) (tertawa). Waduh gua bilangin kali ini jangan sampe kebobolan,
nama gua dipake ke sana-sini (suara tidak jelas) (tertawa) ongkosnya gua

entar lebih mahal lagi. Giliran gua dikejar ama KPK, ongkos gua dua puluh



milyar.” Sehingga dalam perkara tersebut rekaman hasil penyadapan
berperan krusial dalam penetapan tersangka dan pembuktian di persidangan.
Secara yuridis, penyadapan sebagai upaya pembuktian dalam tindak

pidana korupsi untuk alat bukti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19
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Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam pasal 12 ayat (1)
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menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan serta
peraturan pelaksana lainnya. Regulasi tersebut menetapkan prosedur dan
batasan hukum agar penyadapan dapat digunakan secara sah dan dapat
dipertanggungjawabkan di  pengadilan. Namun demikian, dalam
penerapannya, penyadapan juga harus memperhatikan prinsip due process
of law, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas
privasi.

Oleh karena itu menarik untuk kemudian dibahas mengenai
pengaturan penyadapan dalam pembuktian tindak pidana korupsi, serta
bagaimana pelaksanaan mekanisme penyadapan tersebut oleh penegak
hukum di Indonesia yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang — Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam
konteks ini pembahasan yang hendak di bahas ialah agar mekanisme
penyadapan oleh penegak hukum khususnya dalam konteks tindak pidana

korupsi sejalan dengan prinsip due process of law.

7 Faiq Hidayat, “Setya Novanto Akui Hasil Sadapan KPK Suaranya,” detiknews, diakses 19 November
2025, https://news.detik.com/berita/d-3887285/setya-novanto-akui-hasil-sadapan-kpk-suaranya.
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. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu
rumusan masalah yaitu:
Bagaimana pengaturan hukum tentang penyadapan sebagai alat bukti dalam
perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?
Bagaimana mekanisme penyadapan oleh penegak hukum dalam pembuktian

tindak pidana korupsi?

. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum tentang penyadapan
sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme penyadapan

oleh penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini diantaranya yaitu
sebagai berikut:
a. Secara Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi
terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum
acara pidana dan hukum pembuktian. Melalui analisis yuridis terhadap
penggunaan alat bukti penyadapan dalam pembuktian tindak pidana

korupsi di Indonesia, penelitian ini berupaya memperjelas kedudukan dan



keabsahan penyadapan sebagai alat bukti yang diakui dalam sistem
peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan
bagi akademisi, mahasiswa hukum, serta peneliti lain yang mengkaji

problematika penerapan teknologi penyadapan dalam pembuktian

REPOSITORY

perkara pidana. Dengan demikian, hasil penelitian ini berpotensi
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memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep hukum acara pidana

yang adaptif terhadap kemajuan teknologi namun tetap berpijak pada
prinsip-prinsip konstitusional dan keadilan.

b. Secara Praktis

e Penyusunan Kebijakan: Penelitian ini diharapkan bisa memberikan

pandangan berguna buat para pembuat kebijakan, baik yang di

bidang legislatif maupun eksekutif, supaya mereka bisa

merancang dan memperbaiki aturan hukum seputar penyadapan.

Hasilnya bisa dijadikan acuan untuk membuat norma hukum yang

lebih gamblang, ketat, dan menyeluruh, sehingga penggunaan

penyadapan sebagai bukti dalam kasus korupsi bisa dilakukan

dengan cara yang legal, terkontrol, dan bisa

dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, para pembuat kebijakan

dapat memperoleh wawasan dari data empiris dan analisis hukum

untuk menguatkan dasar hukum dalam memberantas korupsi,

yang sesuai dengan prinsip negara hukum serta perlindungan

hak-hak konstitusional masyarakat.
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Bagi Para Penegak Hukum: Penelitian ini diharapkan bisa
memberikan wawasan lebih mendalam kepada para aparat
penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
kepolisian, dan kejaksaan, soal batasan-batasan legal serta cara
kerja penyadapan yang selaras dengan aturan hukum acara
pidana dan ketentuan khusus untuk memberantas korupsi.
Dengan memahami betul aspek prosedural dan substansial dari
penyadapan, aparat ini diharapkan mampu menjalankan proses
pengumpulan bukti yang lebih efisien, sah menurut hukum,
sambil tetap menghormati prinsip fair trial dan melindungi hak
asasi manusia.

Bagi Edukasi Publik: Penelitian ini diharapkan berkontribusi
terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat terkait
penggunaan penyadapan sebagai alat bukti dalam tindak pidana
korupsi. Dengan adanya pemahaman yang benar, masyarakat
dapat mengetahui dasar hukum, tujuan, dan batas kewenangan
penegak hukum dalam melakukan penyadapan, sehingga tidak
terjadi kesalahpahaman antara kepentingan penegakan hukum
dan perlindungan privasi individu. Secara lebih luas, penelitian ini
juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum
masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi

yang dilakukan secara profesional dan konstitusional.
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E.

c. Bagi Penulis
Bagi penulis, penelitian ini cukup bermanfaat untuk memperluas
pengetahuan soal penerapan hukum acara pidana, khususnya dalam
penggunaan bukti penyadapan untuk kasus korupsi. Dengan menjalankan
riset ini, penulis bisa nambah kemampuan analisis hukum, latihan berpikir
kritis, dan juga skill dalam bikin karya ilmiah yang rapi serta didasarkan

pada aturan undang-undang plus prinsip hukum yang ada di Indonesia.

Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang saya buat dengan judul “Penggunaan Alat Bukti
Penyadapan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” itu
sepenuhnya asli dan hasil kerja saya sendiri, berdasarkan berbagai sumber
seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang sedang
berlaku, plus fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Sebelumnya,
memang sudah ada penelitian serupa yang berkaitan dengan topik yang
akan saya angkat, tapi kalau dibandingkan dengan penelitian saya ini, ada
persamaan, perbedaan, kontribusi, dan nilai kebaharuan yang cukup

menarik. Semua itu akan saya jelaskan lebih detail dalam tabel di bawah ini.

No

PROFIL JUDUL

M. TAUFAN REZA MAHARTHA

SKRIPSI HASIL PENYADAPAN SEBAGAI ALAT
UNIVERSITAS SEMARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI
2020
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ISU HUKUM

. Pengaturan hukum mengenai tindakan penyadapan yang dapat

digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana
korupsi.

. Kedudukan hasil penyadapan sebagai alat bukti dalam perkara

tindak pidana korupsi.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penyadapan memiliki
kekuatan pembuktian yang sah dalam perkara tindak pidana
korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 26A Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001. Tindakan ini dianggap sebagai langkah
hukum luar biasa yang diperlukan untuk mengungkap kejahatan
luar biasa seperti korupsi. Walaupun penyadapan dapat
berimplikasi pada pembatasan hak privasi, hal tersebut tetap
diperbolehkan secara hukum apabila dilakukan oleh penyidik yang
berwenang, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan sesuai
dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Oleh karena
itu, hasil penyadapan dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk
di pengadilan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penyadapan harus dilakukan
secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Tindakan penyadapan dilaksanakan melalui proses perekaman
informasi yang menghasilkan dokumen resmi sebagai alat
pembuktian, dengan penyidik sebagai pihak yang berwenang
melaksanakannya guna mengungkap tindak pidana. Namun,
penyadapan tanpa dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan
sebagai pelanggaran hak asasi manusia serta membuka peluang
penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, penyadapan harus
dilakukan berdasarkan hukum positif dan di bawah pengawasan
lembaga yang berwenang, agar hasilnya dapat diakui secara sah di
pengadilan.

PERSAMAAN e Keduanya sama-sama menggunakan
pendekatan yuridis normatif, yang
menitikberatkan pada analisis
terhadap dasar hukum dan posisi
hasil penyadapan sebagai alat bukti
dalam tindak pidana korupsi.
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e Keduanya menyoroti  pentingnya
pembatasan penyadapan agar tidak
melanggar hak privasi dan hak
konstitusional warga negara,
sehingga praktik penyadapan tetap
sejalan dengan prinsip negara hukum
dan perlindungan hak asasi manusia.

PERBEDAAN

Penelitian tersebut berfokus pada kedudukan
hukum  hasil penyadapan, sedangkan
penelitian saya menitikberatkan pada analisis
yuridis terhadap legalitas dan Dbatas
perlindungan hak privasi dalam praktik
penyadapan oleh penegak hukum.

KONTRIBUSI

Penelitian  tersebut memberikan  dasar
konseptual mengenai kedudukan hasil
penyadapan sebagai alat bukti yang sah
dalam perkara korupsi. Namun, penelitian ini
memberikan  kontribusi  baru  dengan
mengkaji keseimbangan antara efektivitas
penegakan hukum dan perlindungan hak
asasi manusia, serta menegaskan perlunya
pengawasan hukum yang komprehensif
terhadap  pelaksanaan  penyadapan di
Indonesia.

No

PROFIL

JUDUL

M. FIKRI FARHAN

SKRIPSI

HASIL PENYADAPAN KPK SEBAGAI

ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

PANCA BUDI MEDAN

2021

ACARA PIDANA DAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG INFORMASI DAN
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TRANSAKSI ELEKTRONIK

ISU HUKUM

. Pengaturan pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tindak pidana korupsi.

. Kekuatan pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK

serta hambatan dan upaya dalam pembuktian tersebut.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menemukan bahwa rekaman hasil penyadapan yang
dilakukan oleh KPK memiliki kedudukan pembuktian yang kuat karena
termasuk perluasan alat bukti petunjuk (Pasal 26A UU PTPK dan
ketentuan terkait dalam KUHAP dan UU ITE). Pelaksanaan
penyadapan KPK dibenarkan secara hukum apabila memenuhi syarat
formal dan prosedural; tanpa itu rekaman dapat dipertanyakan
kehakiman.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya mekanisme pengawasan
teknis (mis. Permen Kominfo dan pembentukan Tim Pengawas) yang
dimaksudkan untuk menjamin transparansi dan independensi
pelaksanaan penyadapan; namun praktik pembuktian menghadapi
hambatan — mis. penyangkalan terdakwa atau ketidaksesuaian
keterangan saksi — sehingga penyadapan harus didukung bukti
permulaan yang cukup dan prosedur yang kuat agar tetap efektif di
pengadilan.

PERSAMAAN e Keduanya membahas penyadapan
sebagai alat bukti penting dalam
tindak pidana korupsi.

e Keduanya menekankan perlunya
penyadapan yang sah dan tidak
melanggar hak privasi warga negara.

PERBEDAAN Dalam penelitiannya, menitikberatkan pada
kekuatan pembuktian hasil penyadapan oleh
KPK, sedangkan penelitian ini lebih fokus
pada analisis yuridis terhadap legalitas dan
batas perlindungan hak privasi dalam
pelaksanaan penyadapan.

KONTRIBUSI Penelitian ini memperluas kajian
sebelumnya dengan menambahkan analisis




terhadap legalitas dan  mekanisme
pelaksanaan penyadapan dalam pembuktian
tindak pidana korupsi.

Sedangkan penelitian ini :
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PROFIL JUDUL

PENGGUNAAN ALAT BUKTI
LAODE MUHAMMAD NAUVAL HAIDAR PENYADAPAN DALAM PEMBUKTIAN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG TINDAK PIDANA KORUPSI DI

2025 INDONESIA

ISU HUKUM

A. Bagaimana pengaturan hukum dan pelaksanaan mekanisme penyadapan
sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia,
termasuk analisis terhadap legalitas, kewenangan penegak hukum, serta batas
perlindungan hak privasi sesuai prinsip negara hukum dan hak konstitusional
warga negara.

NILAI KEBAHARUAN

Penelitian ini menghadirkan nilai kebaruan yang mendalam dengan fokus kajian
pada pengaturan hukum dan pelaksanaan mekanisme penyadapan sebagai alat
bukti dalam tindak pidana korupsi, dengan menitikberatkan pada penerapan
hukum positif dan keabsahan prosedural sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih
menyoroti kedudukan hasil penyadapan atau kekuatan pembuktiannya secara
umum, penelitian ini menelaah secara komprehensif keseimbangan antara asas
legalitas dan hak privasi dalam praktik penyadapan sebagai alat bukti di
pengadilan melalui pendekatan yuridis normatif yang disertai analisis terhadap
peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Penelitian ini
menegaskan bahwa penyadapan memiliki kedudukan ganda: di satu sisi
berpotensi membatasi hak privasi dan kebebasan berkomunikasi, namun di sisi
lain merupakan instrumen penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi

ak Cipta Milik UNISMA



yang bersifat tertutup dan sulit diungkap dengan alat bukti konvensional. Oleh
karena itu, keabsahan penyadapan hanya dapat diakui apabila dilakukan oleh
lembaga yang berwenang berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan
dengan izin yang sah, sehingga tetap sejalan dengan prinsip due process of law
dan tidak melanggar hak konstitusional warga negara. Selain itu, penelitian ini
memperluas kajian sebelumnya dengan menyoroti pentingnya pengawasan dan
akuntabilitas penegak hukum agar penyadapan tidak disalahgunakan, sehingga
memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum pidana yang lebih
adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia dalam konteks
penegakan hukum di era digital. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi
dan memperdalam analisis terhadap pengaturan penyadapan yang belum
dibahas dalam penelitian sebelumnya, tetapi juga menawarkan kerangka
analisis yang terintegrasi antara aspek legalitas, hak privasi, dan praktik
pembuktian korupsi, sehingga relevan sebagai acuan akademis dan praktis
dalam pengembangan hukum pidana modern di Indonesia.
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F. Metode Penelitian

Penelitian sangat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
sebab, Menurut Peter Mahmud Marzuki, “dapat mencari kebenaran koherensi
yaitu mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau
ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah. Dalam hal demikian,
akan diperoleh kesesuaiian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai
atau prinsip yang dijadikan referensi. Jika terdapat kesesuaian diantara kedua
hal tersebut, itulah yang disebut kebenaran dan apabila sebaliknya, tidak ada
kebenaran (falsity).”® Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum (/ega/
research) menurut Peter Mahmud Marzuki, yaitu menemukan kebenaran
koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma

yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta

8 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 33.
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apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya
sesuai aturan hukum).’ Oleh karena itu, metodologi penelitian berikut digunakan

dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian
hukum normatif (normative legal research). Menurut Prof. Peter Mahmud
Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi.’® Penelitian hukum normatif
menitikberatkan kajian pada bahan hukum primer dan sekunder yang berasal
dari peraturan perundang-undangan, literatur, serta putusan pengadilan
yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan

statute approach, conceptual approach, dan case approach.

a. Pendekatan Undang—-Undang (Statute Approach) digunakan dengan
menelaah semua undang — undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani.!’  Undang-undang yang
digunakan yaitu, Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

° Ibid., 47
10 1hid,
11 Marzuki, 133. (/bid.).



Pidana (KUHAP), Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang — Undang Nomor 30 Tahun

2002 joncto Undang — Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi

REPOSITORY
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Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor 11 Tahun
2008 tenttang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) dipakai untuk menggali
pandangan, pandangan dan doktrin — doktrin yang berkembang di
dalam ilmu hukum. Dengan demikian, peneliti akan menemukan ide —
ide yang melahirkan pengertian — pengertian hukum, konsep — konsep
hukum, dan asas — asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.
Pemahaman akan pandangan — pandangan dan doktrin — dokrin
tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu
argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.*

c. Pendekatan kasus (case approach) digunakan dengan cara melakukan
telaah terhadap kasus — kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi
yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.”* Dalam pendekatan ini menelaah putusan pengadilan,
khususnya dalam putusan Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.
tentang kasus korupsi e-KTP Setya Novanto.

3. Sumber Bahan Hukum

12 Marzuki, 135-136. (/bid.).
13 Marzuki, 134. (ibid.).
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Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan jenis sumber

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

REPOSITORY
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Bahan Hukum Primer yaitu penggunaan materi hukum yang
memiliki keabsahan. Jenis-jenis bahan hukum primer yang digunakan
yaitu undang-undang, catatan resmi, rekaman legislatif, dan putusan
pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.'*

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini
yaitu:

1) Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang —Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)

3) Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas
Undang — Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

4) Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2002 joncto Undang — Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK)

5) Undang — Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2008 tenttang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE).

4 Marzuki, 181. (/bid.).
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6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.

7) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 5
Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan peneliti
semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. Bahan hukum
sekunder berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi
dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan
komentar komentar atas putusan pengadilan.’
c. Bahan Hukum Tertier
Bahan hukum tersier merupakan bahan data yang memberikan
informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa
hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet.®
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan untuk
memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan prespektif mengenai apa
yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Peter Mahmud

Marzuki mengemukakan bahwa, sumber-sumber penelitian hukum dapat

15 Marzuki, 196. (ibid.).

% willa Wahyuni, “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir,” hukumonline.com, diakses
26 Desember 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-
untuk-tugas-akhir-1t63a46376c6f72/.



dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan
hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.!” Peter Mahmud Marzuki
meneruskan bahwa, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan

dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa

REPOSITORY
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Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.®

a. Studi Pustaka
Studi Pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber bahan
hukum sekunder, seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan
disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang memberi peneliti
semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.” Melalui studi
pustaka ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman konspetual dan
teoritis mengenai apa saja kajian yang peneliti akan teliti, sehingga
peneliti dapat membangun kerangka berpikir yang sistematis dan
memperkuat argumentasi yuridis dalam analisis penelitian.

b. Studi Dokumen
Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer
berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan
putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian.?

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang

17 Marzuki, 181. (ibid.).
18 Marzuki, 181. (ibid.).
19 Marzuki, 196. (ibid.).
20 Marzuki, 182, (ibid.).
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Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Melalui studi dokumen ini, peneliti menelaah bagaimana norma hukum

REPOSITORY
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif-analitis, yaitu teknik yang menguraikan dan menjelaskan
bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,
dan literatur secara sistematis dan mendalam. Teknik ini juga melibatkan
interpretasi dan evaluasi norma hukum untuk menjawab rumusan masalah.
Dengan cara ini, data hukum dari studi pustaka bisa dianalisis secara

kualitatif sehingga hasilnya terstruktur dan komprehensif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab,
selanjutnya dalam ke-empat bab tersebut dirinci lagi dalam beberapa sub.
Adapun Perinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I, penulis menguraikan latar belakang masalah ,rumusan

masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian, orisinalitas penelitian,
BAB II TINJUAN PUSTAKA
Dalam Bab II, penulis membahas landasan teori mengenai penggunaan alat

bukti penyadapan dan pembuktian tindak pidana korupsi. Kajian berisi alat bukti

ak Cipta Milik UNISMA
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dalam hukum acara pidana, yang dalam poin tersebut berisi pengertian alat
bukti, jenis alat bukti, alat bukti elektronik, selanjutnya juga berisi penyadapan
yang didalam poin tersebut berisi pengertian penyadapan, jenis dan bentuk,
pengaturannya di Indonesia, dan penyadapan dalam prespektif HAM.
Selanjutnya, berisi tindak pidana yang poin tersebut memuat pengertian, unsur-
unsur, dan delik formil materiil, yang terakhir berisi tindak pidana korupsi yang
poin tersebut memuat pengertian dan bentuk, karakteristik kejahatan, unsur-
unsur, serta penanganan korupsi oleh KPK.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III, penulis menyajikan uraian hasil penelitian yang diperoleh
melalui pengumpulan dan analisis bahan hukum yang berkaitan dengan pokok
permasalahan. Pada bab ini dibahas dua hal utama, yaitu: pertama, pengaturan
hukum terhadap penyadapan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana
korupsi di Indonesia, yang mencakup dasar hukum, prinsip legalitas, dan
batasan yuridis penyadapan dalam sistem hukum nasional; kedua, mekanisme
penyadapan oleh penegak hukum dalam proses pembuktian tindak pidana
korupsi, yang menjelaskan penerapan penyadapan dalam praktik penegakan
hukum serta relevansinya dengan asas keadilan dan perlindungan hak asasi
manusia. Bab ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis terhadap
kesesuaian antara ketentuan hukum positif dan praktik penyadapan dalam
pembuktian tindak pidana korupsi.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
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Dalam Bab 1V, penulis menarik pokok-pokok temuan dari pembahasan
sebelumnya, yang mencakup pengaturan hukum terhadap penyadapan sebagai
alat bukti dalam tindak pidana korupsi serta pelaksanaan mekanisme
penyadapan oleh penegak hukum dalam proses pembuktian. Kesimpulan ini
menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab
pendahuluan. Sementara itu, bagian saran memuat rekomendasi yuridis dan
praktis yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga penegak hukum,
pembentuk undang-undang, serta akademisi dalam meningkatkan efektivitas
penggunaan penyadapan sebagai alat bukti yang tetap menjunjung tinggi prinsip

legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembasan mengenai penggunaan alat bukti

penyadapan dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pengaturan hukum mengenai penyadapan sebagai alat bukti dalam perkara
tindak pidana korupsi di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum
yang sah dan konstitusional, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Legalitas penggunaan hasil
penyadapan sebagai alat bukti diperoleh melalui pengaturan sektoral,
khususnya Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019,
serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang secara bersama-sama mengakui
informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Namun
demikian, pengaturan yang bersifat sektoral tersebut menunjukkan bahwa
hingga akhir 2025 belum terdapat pengaturan yang komprehensif, seragam,
dan terintegrasi mengenai penyadapan sebagai alat bukti dalam sistem hukum

acara pidana nasional, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran
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dan penerapan dalam praktik peradilan. Kondisi ini diperkuat oleh Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa
penyadapan merupakan pembatasan hak atas privasi yang hanya dapat
dibenarkan secara konstitusional apabila diatur secara jelas dengan undang-
undang dan dilaksanakan secara proporsional.

Mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam pembuktian
tindak pidana korupsi pada prinsipnya telah memiliki dasar kewenangan hukum
pada masing-masing lembaga, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Namun
demikian, pelaksanaan mekanisme penyadapan tersebut belum diatur secara
komprehensif dan seragam, baik dari aspek prosedur perizinan, standar
operasional, maupun sistem pengawasan. Perubahan Undang-Undang KPK
Tahun 2019 yang mewajibkan izin tertulis dari Dewan Pengawas mencerminkan
upaya penguatan prinsip due process of law dan pengendalian kewenangan,
meskipun dalam praktiknya menimbulkan tantangan tersendiri terhadap
efektivitas penyidikan. Selain itu, keterbatasan pengaturan teknis pada
Kepolisian dan Kejaksaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta
risiko pelanggaran hak atas privasi apabila tidak diimbangi dengan pengawasan
yang efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, mekanisme penyadapan hanya
dapat dinilai sah dan memiliki kekuatan pembuktian apabila dilakukan oleh
lembaga yang berwenang, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, melalui
prosedur yang jelas, serta tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak

asasi manusia.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai penggunaan alat bukti

penyadapan dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut:

1.

Pembentuk undang-undang perlu melakukan penguatan dan penyempurnaan
pengaturan hukum penyadapan dengan menempatkan penyadapan secara
eksplisit sebagai tindakan penyidikan yang sah dalam hukum acara pidana.
Pengaturan tersebut sebaiknya dimuat secara komprehensif dalam KUHAP atau
undang-undang khusus, yang mengatur secara jelas mengenai dasar
kewenangan, prosedur perizinan, batasan jangka waktu, tata cara pelaksanaan,
serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum. Langkah ini
penting untuk menghilangkan fragmentasi pengaturan sektoral, menjamin
kepastian hukum, serta memastikan bahwa penggunaan penyadapan sebagai
alat bukti tetap sejalan dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan
perlindungan hak atas privasi.

Aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu
memperkuat dan menyeragamkan mekanisme pelaksanaan penyadapan melalui
penyusunan standar operasional prosedur yang jelas dan terukur. Penyadapan
harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan bukti permulaan
yang cukup, melalui prosedur perizinan yang sah, serta disertai pencatatan
administratif dan pengamanan integritas alat bukti elektronik. Selain itu,

pengawasan internal dan eksternal perlu ditingkatkan guna mencegah



penyalahgunaan kewenangan serta menjamin bahwa penggunaan penyadapan
dalam pembuktian tindak pidana korupsi tetap akuntabel, efektif, dan

menghormati hak asasi manusia.
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